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ABSTRACT 

The Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Lukpanenteng Village plays a 

central role in strengthening the village economy. The background to this service 

is the low level of understanding among BUMDes managers regarding financial 

transparency and accountability, which results in unstructured transaction 

recording and budget planning. In addition, the community's lack of 

understanding of the role of BUMDes has led to low levels of active participation. 

The activities were designed with a socialization and practical training approach 

involving BUMDes managers and the village community. The implementation 

process included the delivery of materials and intensive training on transaction 

recording, budget preparation, and monthly financial reporting. The results 

showed a significant increase in the managers' financial management skills, 

resulting in more structured recording. The financial transparency of BUMDes 

improved as regular reports were published. The village community showed 

more active participation, both as consumers, suppliers, and contributors of 

suggestions. Thus, this intervention succeeded in strengthening the capacity of 

BUMDes as the main pillar of a transparent and accountable village economy. 

 

ABSTRAK 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lukpanenteng berperan sentral 

dalam penguatan ekonomi desa. Latar belakang dari pengabdian ini adalah 

rendahnya pemahaman pengelola BUMDes mengenai transparansi dan 

akuntabilitas keuangan, yang berakibat pada pencatatan transaksi dan 

perencanaan anggaran yang tidak terstruktur. Selain itu, kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang peran BUMDes menyebabkan rendahnya partisipasi aktif 

mereka. Kegiatan dirancang dengan pendekatan sosialisasi dan pelatihan praktis 

yang melibatkan pengelola BUMDes dan masyarakat desa. Proses pelaksanaan 

mencakup penyampaian materi dan pelatihan intensif mengenai pencatatan 

transaksi, penyusunan anggaran, serta pembuatan laporan keuangan bulanan. 

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan terkait pemahaman dalam 

pengelolaan keuangan BUMDes melalui forum diskusi dan juga pendampingan 

langsung dalam penyusunan keuangannya melalui hasil pencatatan yang lebih 

terstruktur atas proses pelaporannya. Transparansi keuangan BUMDes 

meningkat karena laporan rutin yang dipublikasikan. Serta. Masyarakat desa 

menunjukkan partisipasi yang lebih aktif, baik sebagai konsumen, pemasok, 

maupun penyumbang saran. Dengan demikian, intervensi ini berhasil 

memperkuat kapasitas BUMDes sebagai pilar utama perekonomian desa yang 

transparan dan akuntabel. 
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1. Pendahuluan 

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) 

meliputi empat prinsip utama: transparan, akuntabel, 

partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. 

Sedangkan menurut PKDSP (2007), pengelolaan 

BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan 

prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, 

transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan 

mekanisme memberbase dan self help yang 

dijalankan secara profesional, dan mandiri. Prinsip-

prinsip ini sejalan dengan definisi pengelolaan 

keuangan secara umum, yaitu serangkaian kegiatan 

sistematis yang melibatkan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian dana. Tujuannya 

adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

daya finansial, baik untuk individu maupun 

organisasi, demi menjamin pencapaian tujuan 

ekonomi jangka panjang, seperti stabilitas arus kas 

dan perlindungan aset (Indahwati, 2023; Mulyadi, 

2019; Nugroho, 2020). 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

(2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 tahun (2005) tentang Desa 

Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan 

atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang 

ada di desa. BUMDes merupakan lembaga ekonomi 

desa yang didirikan untuk memanfaatkan dan 

mengelola sumber daya serta aset desa dalam 

membangun dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya (Andi et al., 2022; Wulandari & 

Wardani, 2024; Yulianto & Rita, 2023). BUMDes 

yang merupakan program andalan desa terlahir 

sebagai pendekatan yang dalam memperkuat potensi 

dan kompetensi sumber daya yang dimiliki desa. 

BUMDes berfungsi sebagai lembaga kemadirian 

bangsa mengemban misi tidak hanya untuk mengejar 

keuntungan, namun juga bertujuan untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan 

yang terjadi pada masyarakat di desa (Arifin et al., 

2020; Hilmawan et al., 2023; Somiartha et al., 2024). 

BUMDes harus menciptakan ide baru berdasarkan 

potensi desa dengan tujuan mampu memberikan 

nilai tambah masyarakat. Sehingga BUMDes dapat 

mengatasi masalah sosial dan mengurangi 

kemiskinan (Darwita & Redana, 2018). 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang 

peran strategis sebagai penggerak ekonomi di tingkat 

desa, termasuk di Desa Lukpanenteng, Kabupaten 

Banggai Kepulauan. Desa ini memiliki potensi 

sumber daya alam yang melimpah, namun potensi 

besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal karena berbagai tantangan. Salah satu 

kendalanya adalah keterbatasan pengelolaan 

keuangan dan sumber daya. Para pengelola 

BUMDes belum sepenuhnya memahami konsep 

keuangan yang transparan dan akuntabel, yang 

berdampak pada pencatatan transaksi, perencanaan 

anggaran, dan pengelolaan laba yang tidak sistematis. 

Berdasarkan wawancara dengan pengelola 

BUMDes dan observasi lapangan, ditemukan bahwa 

banyak usaha yang dikelola oleh BUMDes belum 

berkembang secara optimal, disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan 

keuangan yang baik, yang mana kebanyakan dari 

pengelola maupun pelaku usaha hanya melakukan 

pencatatan berdasarkan pada aktivitas rutin melalui 

pembukuan sederhana atas penjualan, maupun 

pembelian dengan perolehan informasi pada 

pelaporan penggunaan dana oleh pengguna 

anggarannya, sehingga belum mencantumkan aspek-

aspek penting dalam pelaporan keuangan yang 

seharusnya tercatat dalam regulasi yang berlaku. 

Kurangnya pemahaman ini tidak hanya menghambat 

pertumbuhan usaha kuliner, toko kebutuhan sehari-

hari, dan pariwisata lokal yang dikelola BUMDes. 

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi 

masyarakat karena mereka belum menyadari 

pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan 

kesejahteraan desa. Oleh karena itu, diperlukan 

intervensi untuk meningkatkan kapasitas pengelola 

BUMDes, khususnya dalam manajemen keuangan, 

agar BUMDes dapat beroperasi lebih efisien, 

berkelanjutan, dan menjadi pilar ekonomi yang kuat. 

Program pengabdian ini bertujuan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan 

memberikan sosialisasi dan pendampingan 

manajemen keuangan kepada para pengelola 

BUMDes. Melalui kegiatan ini, diharapkan 

pemahaman dan keterampilan pengelola dalam 

pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, dan 

pembuatan laporan keuangan dapat meningkat. 

Dengan pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya 

menerima materi, tetapi juga aktif berdiskusi, 

membagikan pengalaman dan merancang Dengan 

tata kelola keuangan yang lebih baik, BUMDes di 

Desa Lukpanenteng diharapkan mampu 

mengoptimalkan potensi usahanya, meningkatkan 

pendapatan, dan pada akhirnya, berkontribusi secara 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa. 
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2. Metode 

Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam pengabdian ini 

menggunakan model pendekatan partisipatif yang 

berfokus pada sosialisasi langsung. Tujuannya 

adalah untuk mengatasi masalah utama BUMDes di 

Desa Lukpanenteng, yaitu pengelolaan keuangan 

yang tidak efisien dan kurangnya transparansi.  

Pendekatan ini dilaksanakan dalam empat tahapan 

yang saling berkesinambungan. 

1. Tahap pertama, analisis dan perencanaan, 

dimulai dengan menganalisis sistem keuangan 

BUMDes melalui wawancara dan observasi 

untuk menyusun modul sosialisasi yang relevan. 

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dengan 

melalukan analisis berdasarkan kemampuan 

dalam memahami secara kontekstual proses 

pengelolaan keuangan BUMDes. Tim pengabdi 

berfokus pada tingkat pemahaman yang dicapai 

melalui proses diskusi dengan konteks 

pemahaman substantif yang disampaikan peserta 

dalam forum diskusi terkait pengelolaan 

keuangan dan tidak dilakukannya pengukuran 

dalam proses pre-test dan post-test seperti 

beberapa pengabdian lainnya. 

2. Setelah itu, pada tahap pelaksanaan sosialisasi, 

tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan 

mahasiswa menyampaikan materi secara 

intensif, mencakup pencatatan transaksi, 

penyusunan anggaran, dan pembuatan laporan 

keuangan sederhana.  

3. Selanjutnya, tahap implementasi dan 

pendampingan memfasilitasi penerapan sistem 

pencatatan keuangan dan memberikan 

bimbingan berkelanjutan agar pengelola 

BUMDes mampu mempraktikkan ilmu yang 

didapat. 

4. Terakhir, tahap evaluasi dan keberlanjutan 

dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kapasitas pengelola serta memastikan program 

dapat berjalan mandiri di masa depan. 

Pendekatan ini juga menekankan keterlibatan aktif 

mitra (pengelola dan masyarakat desa) dari awal 

hingga akhir, yang penting untuk membangun rasa 

kepemilikan dan menjamin keberlanjutan program. 
 

 

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian 

Masyarakat dengan Mitra BUMDes LukPanenteng 

Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat berlangsung pada hari Rabu, tanggal 14 

Mei 2025, Pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai 

bertempat di Kantor Desa Lukpanenteng, 

Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai 

Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut 

dihadiri oleh Kepala Desa dan para perangkat desa. 

Tim pengabdi secara keseluruhan memberikan 

penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan 

meliputi pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, 

serta pembuatan laporan keuangan bulanan. Setelah 

sosialisasi, diadakan diskusi dan pendampingan 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi 

peserta pengabdian dalam mengelola keuangan 

BUMDes. 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Gambaran Umum Peserta 

Peserta sosialisasi pengelolaan keuangan di Desa 

Lukpanenteng adalah para perangkat desa dan para 

pengelola BUMDes yang memiliki kendala dalam 

pengelolaan keuangan BUMDes. Mereka adalah 

individu yang terlibat langsung dalam operasional 

usaha BUMDes. Meskipun memiliki peran penting 

sebagai motor penggerak ekonomi desa, sebagian 

besar pengelola ini belum sepenuhnya memahami 

teknis pengelolaan keuangan.  

Dengan demikian, peserta sosialisasi ini adalah 

individu yang berada di garis depan pengelolaan 

keuangan BUMDes, namun masih memerlukan 

pendampingan dan bimbingan praktis untuk 

meningkatkan kapasitas mereka dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Mereka 

adalah mitra strategis yang memiliki potensi besar 

untuk memajukan ekonomi desa jika dibekali 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai. 

 

Realisasi Kegiatan 

Pada tahapan wawancara dan observasi, tim 

pengabdian mendengarkan keluhan mitra mengenai 

transparansi dan akuntabilitas keuangan, terutama 

dalam pencatatan transaksi dan perencanaan 
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anggaran yang tidak terstruktur serta pada 

pengetahuan pengelolaan keuangan hingga 

penyajian laporan keuangan BUMDes. Setelah 

dilakukan tahapan wawancara dan observasi, maka 

selanjutnya dilakukan tahapan pelaksanaan 

sosialisasi. Namun sebelum masuk pada tahapan 

tersebut, tim pengabdi melakukan koordinasi 

merancang kegiatan pengabdian, menyusun materi 

pengabdian sesuai dengan analisis kebutuhan mitra. 

Program pengabdian ini memaparkan materi 

mengenai praktik pengelolaan keuangan BUMDes. 

Materi utamanya meliputi pencatatan transaksi 

untuk membuat laporan keuangan. Sosialisasi ini 

juga mencakup teknik pencatatan transaksi 

BUMDes sesuai Standar Akuntansi BUMDes. 

Entitas wajib memilih dan menerapkan kebijakan 

akuntansi secara konsisten pada setiap transaksi. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan baru bagi pengelola BUMDes di Desa 

Lukpanenteng, sebagaimana hasil survei awal tim 

pengabdi dalam menemukan permasalahan yang 

dihadapi mitra.  

Selain kegiatan sosialisasi, program pengabdian 

ini juga memberikan dan menguatkan pengetahuan 

mengenai pengelolaan keuangan dengan Focus 

Discussion Group (FGD) mengenai pengelolaan 

keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten 

Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Realisasi 

kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa 

intervensi yang fokus pada sosialisasi dan 

pendampingan manajemen keuangan telah 

menghasilkan dampak positif pada pemahaman 

perangkat desa dan perangkat pengelola BUMDes. 

Selain sosialisasi, dan FGD, tim pengabdian juga 

memberikan pelatihan manajemen keuangan untuk 

meningkatkan keterampilan pengelola BUMDes. 

Indikator utamanya adalah tercapainya target 

pengelola mampu mengisi buku kas secara mandiri 

dan tersusunnya minimal satu laporan keuangan 

bulanan yang dipublikasikan. Berbagai luaran dan 

pencapaian yang dihasilkan dapat dikelompokkan ke 

dalam beberapa aspek utama, yaitu: 

a. Peningkatan Kapasitas Internal 

Peningkatan keterampilan pengelola dalam 

pencatatan dan penyusunan laporan keuangan 

menciptakan sistem akuntabilitas yang lebih baik. 

Hal ini mengukuhkan teori bahwa kapasitas 

manajerial yang solid adalah prasyarat utama 

untuk keberlanjutan ekonomi desa. 

b. Peningkatan Kepercayaan Publik 

Transparansi keuangan melalui publikasi laporan 

terbukti efektif dalam menumbuhkan 

kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Kondisi 

ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis 

komunitas yang menekankan keterlibatan aktif 

warga dalam pengambilan keputusan. 

Masyarakat kini tidak hanya menjadi konsumen, 

tetapi juga pemasok dan pengawas, memperkuat 

sinergi antara BUMDes dan warganya. 

c. Keberlanjutan Program 

Dengan fondasi yang sudah terbentuk, yaitu 

adanya sistem pencatatan dan laporan keuangan 

bulanan, BUMDes kini memiliki bekal untuk 

melanjutkan praktik baik ini secara mandiri. 

Meskipun pendampingan lanjutan tetap 

dibutuhkan, program ini telah sukses 

menciptakan landasan yang kuat bagi 

keberlanjutan BUMDes sebagai pilar ekonomi 

Desa Lukpanenteng. 

 

Sesi Tanya Jawab 2 (Dua) Arah 

Pada metode pendekatan FGD (Focus Group 

Discussion) dilakukan sharing pengalaman dalam 

proses pembelajaran dengan cara: a). Memberikan 

kesempatan kepada mitra untuk saling berbagi 

pengalaman, gagasan, ide, dan mengklarifikasi sudut 

pandang yang berbeda, b) Membantu mitra 

mengenali apa yang mereka telah lakukan dan hal-

hal yang mitra tidak ketahui. c) Membantu mitra 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini 

mereka temui dalam pengalaman sebagai pengelola 

BUMDes.  

Yulianto & Rita, (2023) mengungkapkan bahwa 

perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh 

terhadap kinerja usaha. Melalui kemampuan 

pengelolaan keuangan yang dimiliki suatu badan 

usaha dapat meningkatkan kinerja bisnis. Siswanti & 

Halida, (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan 

keuangan yang baik akan menuntun individu dalam 

pengambilan keputusan, melakukan kontrol 

keuangan serta membuat perencanaan keuangan 

yang baik.  

Sesi ini menampilkan interaksi yang sangat aktif. 

Pengelola BUMDes dan perangkat desa antusias 

mengajukan pertanyaan penting mengenai masalah 

keuangan yang mereka hadapi. Isu utama yang 

diangkat meliputi pencatatan yang tercampur antara 

dana BUMDes dengan keuangan pribadi atau desa, 

kurangnya pemahaman prinsip akuntansi dasar, 

pencatatan yang tidak sistematis sehingga rawan 

kesalahan data, ketiadaan format laporan keuangan 

standar yang menghambat pengukuran kinerja dan 

pendanaan, tidak adanya publikasi laporan yang 

mengurangi kepercayaan publik, serta pengawasan 

kas dan inventaris yang lemah sehingga berisiko 

tinggi terhadap kerugian atau penyalahgunaan. 
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Pengabdian ini mengungkapkan pentingnya 

penerapan pelatihan teknis yang secara konsisten 

dilakukan pada pengelola BUMDes dan keterlibatan 

tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam memantau 

aktivitas operasional BUMDes untuk meningkatkan 

pencapaian potensi desa membangun perekonomian 

yang stabil dengan mengelola keuangan secara 

tersistematis menjadi kunci utama keberhasilan yang 

tidak dapat diukur secara angka dan persepsi semata 

melainkan berdasarkan praktik dan kemampuan 

teknis nyata yang dimiliki perangkat desa. 

 

 

Gambar 3. Sesi tanya jawab Peserta – Tim 

Pengabdian 

 

 

Gambar 4. Sesi tanya jawab Peserta – Tim 

Pengabdian 

 

Antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan dalam 

forum diskusi pada pelaksanaan pengabdian 

membuktikan bahwa program sosialisasi ini 

menyentuh poin-poin krusial yang dibutuhkan oleh 

pengelola BUMDes terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa berdasarkan pada regulasi dalam 

mencapai transparansi, akuntabel, partisipatif, serta 

tertib dan disiplin anggaran para pemegang 

kepentingan desa yang tertuang pada Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 melalui penggunaan dana desa 

dalam menggali potensi dan membangun 

perekonomian desa dengan BUMDes setempat. 

Diskusi yang terjalin memungkinkan tim 

pengabdian untuk memberikan solusi yang lebih 

spesifik dan relevan, sekaligus memperkuat 

pemahaman peserta terhadap materi yang telah 

disampaikan. 

4. Kesimpulan 

Program pengabdian masyarakat di Desa 

Lukpanenteng telah memberikan kontribusi 

signifikan terhadap tata kelola Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Peningkatan kapasitas melalui 

pemahaman substantif dalam proses pengelolaan 

keuangan desa merupakan hasil nyata dari kegiatan 

ini, terbukti dari kemampuan mereka dalam 

mencatat transaksi, menyusun anggaran, dan 

menyajikan laporan keuangan bulanan secara 

sistematis yang sebelumnya terbatas pada Tindakan 

pelaporan sederhana. Selain itu, transparansi 

keuangan juga mengalami peningkatan seiring 

dengan publikasi laporan secara terbuka dan 

partisipasi aktif masyarakat dalam rapat evaluasi 

bulanan. Peningkatan transparansi ini secara 

langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan 

dan dukungan dari masyarakat, yang tercermin dari 

partisipasi mereka sebagai konsumen, pemasok 

bahan baku, maupun pemberi masukan. Secara 

keseluruhan, intervensi ini menunjukkan bahwa 

pendampingan sederhana dalam manajemen 

keuangan mampu memperkuat fondasi 

keberlanjutan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa 

yang lebih andal dan akuntabel. 

Pengabdian masa mendatang dapat menjadikan 

model pengabdian ini menjadi landasan untuk dapat 

mengintervensi pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa dalam menggali potensi desa demi 

pengembangan ekonomi desa dan masyarakat 

setempat. Kegiatan ini merekomendasikan pelatihan 

teknis secara berkesinambungan untuk secara 

konsisten dapat memastikan bahwa pelaksanaan 

substansi yang diperoleh dalam pelaksanaan 

pendampingan memiliki luaran yang dapat 

memperkaya wawasan perangkat desa untuk 

mengembangkan potensi desanya dengan praktik 

transparansi, akuntabel, partisipatif masyarakat serta 

kedisiplinan dalam penggunaan anggaran desa 

dalam memprioritaskan kapasitas desa dan 

kepercayaan masyarakat di dalam pelaksanaannya. 
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